
Kementerian Kebudayaan tengah menyusun versi terbaru buku sejarah nasional Indonesia
yang ditargetkan selesai pada tanggal 17 Agustus 2025, bertepatan dengan perayaan 80 tahun
kemerdekaan Indonesia. Buku ini merupakan lanjutan dari buku Sejarah Nasional Indonesia
tahun 1984 dan buku Indonesia dalam Arus Sejarah tahun 2012. Pada tahap awal
penyusunannya, dilakukan pendataan temuan-temuan baru pada zaman prasejarah hingga
kontemporer yang diperkaya dengan beberapa penguatan. Penulisan buku ini melibatkan para
sejarawan dari seluruh Indonesia, termasuk dari perguruan tinggi. 

Kegiatan revisi penambahan di buku sejarah Indonesia ini dilakukan karena banyaknya temuan
baru berdasarkan hasil kajian para ahli sejarah. Sebagai contoh, temuan baru hasil penelitian
lukisan dalam gua di Taman Arkeologi Leang-Leang, Maros, Sulawesi Selatan yang menunjukkan
bahwa usianya sekitar 40.000 hingga 50.000 tahun dibandingkan perkiraan awalnya yang hanya
berusia 5.000 tahun. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa sejarah peradaban di wilayah
Indonesia jauh lebih tua dari yang tercatat selama ini, sehingga diperlukan pembaruan
terhadap narasi sejarah nasional agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
bukti empiris terbaru. Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, meminta agar Kementerian
Kebudayaan tidak menggunakan istilah “Sejarah Resmi Indonesia”, karena berpotensi menutup
ruang perdebatan dan keberagaman tafsir dalam sejarah.

Seiring dengan kebutuhan ilmiah tersebut, muncul pula kesadaran politik dan sosial mengenai
pentingnya pelurusan narasi sejarah agar lebih inklusif dan berimbang. Wakil Ketua Komisi X
DPR RI, Lalu Hadrian, menegaskan bahwa sejarah kerap dimanfaatkan sebagai instrumen
legitimasi kekuasaan. Akibatnya, pandangan dari kelompok-kelompok minoritas, komunitas
masyarakat adat, serta tokoh-tokoh lokal sering kali terpinggirkan dan tidak memperoleh ruang
yang proporsional dalam narasi sejarah nasional. Hal ini berdampak pada penyusunan buku
pelajaran sejarah yang cenderung tidak komprehensif dan kurang mencerminkan keberagaman
perspektif, sehingga berpotensi membentuk pemahaman generasi muda yang tidak utuh
terhadap perjalanan sejarah bangsa. Selaras dengan pernyataan tersebut, aktivis reformasi
tahun 1998, Masinton Pasaribu, menyatakan bahwa pembaruan sejarah nasional seharusnya
diluruskan tanpa menghilangkan fakta penting, sebagai momentum untuk merekonsiliasi
bangsa. 

Penulisan sejarah di Indonesia belum diatur melalui undang-undang khusus, namun secara
normatif tercakup dalam sejumlah regulasi yang terkait dengan pendidikan, kebudayaan,
dan kearsipan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
menempatkan sejarah sebagai objek strategis pemajuan kebudayaan nasional, sementara
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Undang-Undang Nomor
43  Tahun  2009  tentang  Kearsipan  memberikan  landasan  hukum  bagi  pelestarian  dan20
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Komisi X DPR RI melalui fungsi pengawasannya perlu memberikan perhatian
serius terhadap inisiatif pembaruan sejarah nasional. Proses pembaruan
sejarah nasional ini harus dipastikan melibatkan sejarawan yang kredibel serta
berbagai kelompok yang selama ini terpinggirkan, seperti perempuan,
masyarakat adat, korban peristiwa masa lalu, dan tokoh lokal. Komisi X DPR RI
perlu menekankan pentingnya objektivitas dan transparansi agar sejarah tidak
menjadi alat legitimasi kekuasaan. Komisi X DPR RI juga dapat mendorong
sinergi dengan Kementerian Kebudayaan, Badan Riset dan Inovasi Nasional
(BRIN), serta ANRI, dalam rangka menjamin ketersediaan sumber primer yang
autentik dan hasil kajian akademik yang memadai. Selain itu, Komisi X
mengingatkan agar istilah "Sejarah Resmi Indonesia" dihindari guna menjaga
ruang diskusi terbuka dan mendorong terbentuknya narasi sejarah yang
inklusif, adil, dan mendorong proses rekonsiliasi sebagai bagian dari
pembelajaran kebangsaan yang utuh dan berkeadilan.

dokumentasi sejarah. Di ranah pendidikan, sejarah diatur sebagai mata pelajaran wajib dalam
kurikulum nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, guna memperkuat identitas dan wawasan kebangsaan. Kendati belum
terdapat payung hukum khusus mengenai historiografi nasional, regulasi-regulasi tersebut
menjadi dasar legal bagi pemerintah dan DPR RI untuk menata ulang narasi sejarah secara
konstitusional, dengan pelaksanaan teknis oleh Kementerian Kebudayaan dan Arsip Nasional
Republik Indonesia (ANRI), serta fungsi pengawasan dan legislasi oleh DPR RI.
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